
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2004

TENTANG

KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 18, Pasal 19 ayat (2),

Pasal 20 ayat (6), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 31 ayat (5), Pasal

37, dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah

dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4216);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk

Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina)

Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK

DAN GAS BUMI.

BAB I ...
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Kuasa Pertambangan,

Survey Umum, Kegiatan Usaha Hulu, Eksplorasi, Eksploitasi, Wilayah

Hukum Pertambangan Indonesia, Wilayah Kerja, Badan Usaha, Bentuk

Usaha Tetap, Kontrak Kerja Sama, Pemerintah Pusat selanjutnya disebut

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pelaksana, Menteri adalah

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001

tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. Gas Metana Batubara (Coalbed Methane) adalah gas bumi (hidrokarbon)

dimana gas metana merupakan komponen utamanya yang terjadi secara

alamiah dalam proses pembentukan batubara (coalification) dalam

kondisi terperangkap dan terserap (terabsorbsi) di dalam batubara

dan/atau lapisan batubara.

3. Wilayah Terbuka adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan

Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja.

4. Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam

Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.

5. Kontrak Jasa adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama untuk pelaksanaan

Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pemberian imbalan

jasa atas produksi yang dihasilkan.

6. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan

wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu

Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.

7. Data ...
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7. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi baik dalam

bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media

magnetik, dokumen, perconto batuan, fluida, dan bentuk lain yang

didapat dari hasil Survey Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan

Gas Bumi.

8. Departemen adalah departemen yang bidang tugas dan kewenangannya

meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

9. Pertamina adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun

1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

juncto Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Bumi.

10. PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan perseroan (Persero) yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003

tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas

Bumi Negara (PERTAMINA) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

BAB II

WILAYAH KERJA

Pasal 2

(1) Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan pada suatu Wilayah Kerja.

(2) Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan dan

disiapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari

Badan Pelaksana.

Pasal 3

(1) Menteri menetapkan dan mengumumkan Wilayah Kerja yang akan

ditawarkan kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap.

(2) Dalam penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Menteri berkonsultasi dengan Gubernur yang wilayah administrasinya

meliputi Wilayah Kerja yang akan ditawarkan.

(3) Konsultasi ...
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(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimaksudkan untuk

memberikan penjelasan dan memperoleh informasi mengenai rencana

penawaran wilayah-wilayah tertentu yang dianggap potensial

mengandung sumber daya Minyak dan Gas Bumi menjadi Wilayah

Kerja.

Pasal 4

(1) Menteri menetapkan kebijakan penawaran Wilayah Kerja berdasarkan

pertimbangan teknis, ekonomis, tingkat resiko, efisiensi, dan berazaskan

keterbukaan, keadilan, akuntabilitas dan persaingan.

(2) Kebijakan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dapat berupa penawaran melalui lelang atau penawaran langsung.

Pasal 5

(1) Penawaran Wilayah Kerja kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap

dilakukan oleh Menteri.

(2) Dalam pelaksanaan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), Menteri melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana.

(3) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan permohonan

kepada Menteri untuk mendapatkan Wilayah Kerja.

(4) Dalam hal PT Pertamina (Persero) mengajukan permohonan kepada

Menteri untuk mendapatkan Wilayah Kerja terbuka tertentu, Menteri

dapat menyetujui permohonan tersebut dengan mempertimbangkan

program kerja, kemampuan teknis dan keuangan PT Pertamina (Persero)

dan sepanjang saham PT Pertamina (Persero) 100% (seratus per seratus)

dimiliki oleh Negara.

(5) PT ...
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(5) PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak

dapat mengajukan permohonan untuk Wilayah Kerja yang telah

ditawarkan.

Pasal 6

(1) Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagai

Kontraktor yang diberi wewenang melakukan Kegiatan Usaha Hulu pada

Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Dalam pelaksanaan penetapan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri melakukan koordinasi

dengan Badan Pelaksana.

(3) Untuk setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), hanya diberikan satu Wilayah Kerja.

Pasal 7

(1) Kontraktor wajib mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya secara

bertahap atau seluruhnya kepada Menteri melalui Badan Pelaksana,

sesuai dengan Kontrak Kerja Sama.

(2) Selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kontraktor dapat

mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah Kerjanya kepada

Menteri melalui Badan Pelaksana sebelum jangka waktu Kontrak Kerja

Sama berakhir.

(3) Kontraktor wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerja kepada Menteri

melalui Badan Pelaksana, setelah jangka waktu Kontrak Kerja Sama

berakhir.

Pasal 8

Dalam hal Kontraktor mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terlebih dahulu wajib

memenuhi seluruh komitmen pasti Eksplorasi dan kewajiban lain

berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

Pasal 9 ...


